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GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  
4.1 Bank Muamalat 
A. Profil Perusahaan 
Nama  : PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 
Alamat : Muamalat Tower Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Jakarta 12940 
Telepon : 021 - 8066 6000 
Faks  : 021 - 8066 6066 
Website : www.bankmuamalat.co.id 
B. Sejarah Singkat Perusahaan 
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 H 
(1 Nopember 1991), Pendirian Bank yang diprakarsai oleh beberapa tokoh 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa cendekiawan Muslim yang 
tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) serta 
Pemerintah ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh dan pemimpin Muslim 
terkemuka, beberapa pengusaha Muslim, serta masyarakat. Bentuk dukungan dari 
masyarakat yaitu berupa komitmen pembelian saham senilai Rp 84 miliar pada 
saat penandatanganan Akta Pendirian Perseroan.  
Selanjutnya, dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor, diperoleh 
tambahan modal dari masyarakat Jawa Barat sebesar Rp 22 milyar sehingga 
menjadi Rp 106 milyar sebagai wujud dukungannya serta mendapat dukungan 
langsung dari Presiden dan mulai beroperasi pada 27 Syawal 1412 H (1 Mei 
1992). Setelah dua tahun beroperasi, Bank Muamalat berhasil menyandang 




memperkuat posisinya sebagai bank syariah pertama di Indonesia dengan 
beragam jasa dan produk yang terus dikembangkan. Pada tahun 2008 merupakan 
tahun yang sangat berat sekali untuk dunia perbankan, Krisis finansial 
menghantam Indonesia dan berdampak luas terhadap bisnis, termasuk sektor 
perbankan Dikarenakan kondisi bisnis yang tidak kondusif, sejumlah bank di 
Indonesia collapse, Dengan memakai sistem syariah menjadikan Bank Muamalat 
terjaga dari negative spread pada saat terjadi krisis moneter pada tahun 1997-
1998, sehingga membuat Bank Muamalat tetap bertahan dalam kategori A dan 
dalam hal ini bank muamalat tidak membutuhkan pengawasan BPPN (Badan 
Penyehatan Perbankan Nasional) maupun rekapitalisasi modal dari pemerintah. 
 Namun, Bank Muamalat tetap berupaya mencari pemodal potensial guna 
memperkuat permodalannya dengan menyelenggarakan Right Issue I pada tahun 
1999 dan dalam kegiatan ini berhasil mendapatkan pemegang saham baru yaitu 
Islamic Development Bank (IDB). Dengan usaha yang Ekstra keras dan disiplin 
Bank Muamalat Telah berhasil membalikkan kerugian finansial pasca krisis tahun 
1998 menjadi keuntungan yang signifikan bagi Bank. Pasca krisis tahun 1998, 
Bank Muamalat mulai bangkit dari keterpurukan dan mengawalinya dengan 
pengangkatan direksi baru dari internal. Kemudian menggelar rencana kerja lima 
tahun untuk mengembalikan Bank Muamalat ke kondisi keuangan dan 
pertumbuhan yang berkesinambungan.  
Hasil kinerja Bank Muamalat dari tahun 1998 hingga 2008 tersebut 
dibuktikan dengan meningkatanya total aktiva Bank Muamalat sebesar 25,3 kali 




menjadi Rp 966 milyar, dan perkembangan jumlah nasabah hingga menjadi 2,9 
juta nasabah. Bank Muamalat menutup tahun krisis finansial global 2008 dengan 
peningkatan laba bersih 43% menjadi Rp 207 miliar, di kala laba sektor 
perbankan konvensional nasional secara agregat menurun sebesar 13%, dan laba 
agregat perbankan syariah pun turun 20%.  
Pada tahun 2009, PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk berubah nama 
menjadi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sesuai dengan akta No. 104 tanggal 12 
Nopember 2008 dari notaris Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta. Akta 
pernyataan tersebut disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU- 98507.AH.01.02.TH.08 
tanggal 22 Desember 2008 dan dicatat dalam tata usaha pengawasan Bank 
Indonesia sejak 4 September 2009. Pada tahun yang sama, Bank Muamalat 
pertama kalinya membuka cabang internasional di Kuala Lumpur Malaysia dan 
melaksanakan pergantian manajemen pada bulan Juli 2009.  
Berdasarkan laporan keuangan (audited), pada akhir 2009 total aset Bank 
Muamalat mencapai Rp 16.027,18 miliar atau tumbuh 27,09% yang sebagian 
besarnya berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu sebesar Rp 13.316,90 
miliar. Dan dari Dana Pihak Ketiga yang terkumpul tersebut sebesar Rp 11.428,01 








4.2 Bank Victoria Syariah 
A. Profil Perusahaan 
Nama  : PT. Bank Victoria Syariah 
Alamat : Gedung The Victoria, Lantai 1, 2 dan 3 Jl. Tomang Raya Kav.  
  33-37, Jakarta Barat 11440 
Telepon : 021-5600467 
Faks  : 021-5664247 
Website : http://bankvictoriasyariah.co.id 
B. Sejarah Singkat Perusahaan 
Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertama kalinya dengan nama PT 
Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut 
kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 
September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan 
Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan 
Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar 
Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di 
bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta 
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 24 
Mei 1968, Tambahan Nomor 62. 
Selanjutnya, PT Bank Swaguna diubah namanya menjadiPT Bank Victoria 
Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 
tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohaini SH, MBA, Notaris 




tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 
berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 
19 Januari 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 
Nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010, Tambahan Nomor 31425. 
Terakhir, Anggaran Dasar PT Bank Victoria Syariah diubah dengan Akta 
Nomor 45 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, SH, MKn 
sebagai pengganti dari Notaris Erni Rohaini, SH, MBA, Notaris Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan Anggaran Dasar 
tersebut ditujukan untuk merubah pasal 10 ayat 3. Perubahan tersebut telah 
diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak 
Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.10-16130 tanggal 29 Juni 
2010. 
Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari bank umum 
konvensional menjadi bank umum syariah telah mendapatkan izin dari Bank 
Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 12/8/KEP. 
GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria 
Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. 
Adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah 
sebesar 99,99%. Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Victoria 
International Tbk telah membantu tumbuh kembang Bank Victoria Syariah. Bank 
Syariah Victoria terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan 
masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-




4.3 Bank BRISyariah  
A. Profil Perusahaan 
 Nama : PT. Bank BRISyariah    
 Alamat : Kantor Pusat Jl. Abdul Muis No.2-4 Jakarta Pusat 10160  
 Telepon : +62 21 3450226 / 3450227  
 Faks : +62 21 3518812 / 344 1904 
 Website : www.brisyariah.co.id 
B. Sejarah Singkat Perusahaan 
Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap 
Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank 
Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, 
maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi 
beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula 
beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan 
perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. 
Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 
2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses 
spin off-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan 
dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. 




Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar 
berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, 
jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. 
Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis sinergi 
dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan 
jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor 
Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan 
penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip 
Syariah.  
4.4 Bank bjb syariah 
A. Profil Perusahaan 
Nama : PT Bank Jabar Banten Syariah 
Alamat : Jl. Braga No 135 Bandung 40111 
Telepon : (62-22) 420 25 99 
Faks : (62-22) 421 25 24 
Website : www.bjbsyariah.co.id 
B. Sejarah Singkat Perusahaan 
Pendirian bank bjb syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha 
Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada 
tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa 
Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan 




 Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, 
manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 
berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta 
mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki 
peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum 
Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 
diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum 
Syariah. 
Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, maka pada tanggal 15 Januari 
2010 didirikan bank bjb syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat 
oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 
tanggal 26 Januari 2010. 
Pada saat pendirian bank bjb syariah memiliki modal disetor sebesar Rp. 
500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah), kepemilikan saham bank bjb syariah 
dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dan PT 
Global Banten Development, dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp. 495.000.000.000,- (empat ratus sembilan 
puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp. 
5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).  
Pada tanggal 6 Mei 2010 bank bjb syariah memulai usahanya, setelah 




April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan cut off  dari Divisi/Unit Usaha 
Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang menjadi 
cikal bakal bank bjb syariah. Kemudian, pada tanggal 21 Juni 2011, berdasarkan 
akta No 10 tentang penambahan modal disetor yang dibuat oleh Notaris Popy 
Kuntari Sutresna dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-23713 Tahun 2011 tanggal 25 Juli 
2011, PT Banten Global Development menambahkan modal disetor sebesar Rp. 
7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), sehingga saham total seluruhnya menjadi 
Rp. 507.000.000.000,- (lima ratus tujuh milyar rupiah), dengan komposisi PT 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp. 
495.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT 
Banten Global Development sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar 
rupiah). 
Pada tanggal 31 Juli 2012, berdasarkan akta nomor 27 perihal Pelaksanaan 
Putusan RUPS Lainnya Tahun 2012, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 
dan Banten,Tbk dan PT Banten Global Development menambahkan modal disetor 
sehingga total modal PT Bank Jabar Banten Syariah menjadi sebesar Rp. 
609.000.000.000,- (enam ratus sembilan milyar rupiah), dengan komposisi PT 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar 
Rp. 595.000.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT 





Saat ini bank bjb syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota 
Bandung, Jalan Braga No 135, dan telah memiliki 8 Kantor Cabang, 36 Kantor 
Cabang Pembantu, 1 Payment Point, 1 Kantor Kas dan 45 jaringan Anjungan 
Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di beberapa daerah di Propinsi Jawa Barat, 
Banten dan DKI Jakarta. 
4.5 Bank BNI Syariah  
A. Profil Perusahaan 
 Nama : PT. Bank BNI Syariah 
 Alamat : Gedung Tempo Pavilion 1, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 10-11, Lt.3-6    
    Jakarta 12950, Indonesia 
 Telepon : +62 21 2970-1946 
 Faksimili : +62 21 2966-7947 
 Website : www.bnisyariah.co.id 
B. Sejarah Singkat Perusahaan 
Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada 
tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 
kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin.  
Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh 
KH.Ma’ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS 
sehingga telah memenuhi aturan syariah.  
Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 
12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha 




ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 
2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan 
beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu 
spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi 
yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat 
Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah.  
Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 
Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 
Payment Point.  
4.6 Bank Syariah Mandiri  
A. Profil Perusahaan 
Nama   : PT. Bank Syariah Mandiri (Perseroan terbatas)  
Alamat  : Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340–  
    Indonesia 
Telepon : (62-210) 2300 509, 3983 9000 (Hunting)  
Faks  : (62-21) 3983 2989  
Website : www.syariahmandiri.co.id 
B. Sejarah Singkat Perusahaan 
 Krisis multi-dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 
membawa hikmah tersendiri bagi tonggak sejarah Sistem Perbankan Syariah di 




saat itulah berkembang pemikiran mengenai suatu konsep yang dapat 
menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis yang berkepanjangan. 
 Di sisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian secara global, 
pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (merger) 4 
(empat) Bank milik pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, 
Bank Exim dan Bapindo, menjadi satu, satu Bank yang kokoh  dengan nama PT 
Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan 
tersebut juga menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik 
mayoritas PT Bank Susila Bakti (BSB). PT BSB merupakan salah satu Bank 
konvensional yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank 
Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi. 
 Untuk keluar dari krisis ekonomi, PT BSB juga melakukan upaya merger 
dengan beberapa Bank lain serta mengundang investor asing. Sebagai tindak 
lanjut dari pemikiran Pengembangan Sistem Ekonomi Syariah, pemerintah 
memberlakukan UU No.10 tahun 1998 yang memberi  peluang bagi Bank Umum 
untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Sebagai respon, PT Bank 
Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk Tim 
Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan 
Layanan Perbankan Syariah di kelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk. 
 Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan 
UU tersebut  merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT 




karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem 
dan infrastruktur, sehingga kegiatan usaha BSB berhasil bertransformasi dari 
Bank Konvensional menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah 
dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta 
Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. 
 Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan 
oleh Gubernur  Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 
25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior 
Bank Indonesia No. 1/1/KEP. DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama 
menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM). 
 Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah 
Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau 
tanggal 1 November 1999. 
 PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme 
usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank 
yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. 
Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah 









4.7 Bank Mega Syariah  
A. Profil Perusahaan 
Nama  : PT. Bank Mega Syariah 
Alamat : Menara Mega Syariah Jl. HR Rasuna Said Setia Budi, Jakarta,  
    Indonesia 
Website : www.megasyariah.co.id 
B. Sejarah Singkat Perusahaan 
Proses transformasi terus bergulir di PT Bank Mega Syariah. Proses 
penajaman di berbagai bidang, termasuk penyempurnaan visi dan misi 
perusahaan, juga mulai dilakukan untuk memperbaiki atau menyempurnakan 
pencapaian-pencapaian sebelumnya. Semua itu tentu tak dapat dilepaskan dari 
perjalanan yang cukup panjang yang telah dilalui bank ini sejak pengakuisisian 
PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu) pada 2001. 
Titik pijak memang Bank Tugu. Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 
1990 tersebut diakuisisi CT Corpora—dahulu bernama Para Group—melalui PT 
Para Global Investindo dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para 
pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum konvensional itu 
menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia 
mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi PT Bank Mega Syariah Indonesia 
(BSMI) pada 27 Juli 2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah 
perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensi 




Hampir tiga tahun kemudian, 7 November 2007, pemegang saham 
memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum 
konvensional yang menjadi sister company-nya, yakni PT Bank Mega Tbk., tetapi 
berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, bank ini 
berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah. 
Untuk mewujudkan visi ―Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa‖, CT 
Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung 
jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah 
terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan 
dengan terus memperkuat modal bank. 
Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan 
terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di 
industri perbankan nasional. Misalnya, pada 2010, sejalan dengan perkembangan 
bisnis, melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), pemegang saham 
meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun dan modal 
disetor bertambah dari Rp150,060 miliar menjadi Rp318,864 miliar. 
Di sisi lain, pemegang saham bersama seluruh jajaran manajemen Bank 
Mega Syariah senantiasa bekerja keras, memegang teguh prinsip kehatihatian, 
serta menjunjung tinggi asas keterbukaan dan profesionalisme dalam melakukan 
kegiatan usahanya. Beragam produk juga terus dikembangkan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat serta didukung infrastrukur layanan perbankan yang 




Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengukuhkan 
semboyan ―Untuk Kita Semua‖, pada 2008, Bank Mega Syariah mulai memasuki 
pasar perbankan mikro dan gadai. Strategi tersebut ditempuh karena ingin 
berperan lebih besar dalam peningkatan perekonomian umat yang mayoritas 
memang berbisnis di sektor usaha mikro dan kecil. 
Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi bank devisa. 
Dengan status tersebut, bank ini dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat 
dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas 
jangkauan bisnis bank ini, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, 
tetapi juga ranah internasional. Strategi peluasan pasar dan status bank devisa itu 
akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu 
bank umum syariah terbaik di Indonesia. 
Selain itu, pada 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari 
Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima 
setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). 
Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS 
BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu 
(Siskohat) Depag RI. Izin itu tentu menjadi landasan baru bagi Bank Mega 








4.8 Bank Panin Syariah  
A. Profil Perusahaan 
Nama : PT. Bank Panin Syariah Tbk 
Alamat : Gedung Panin Life Center Lt.3 Jl. Letjend. S. Parman Kav. 91  
   Jakarta 11420 
Telepon : (62-21) 56956100 
Faks : (62-21) 56956105 
Website : www.paninbanksyariah.co.id 
B. Sejarah Singkat Perusahaan 
 PT Bank Panin Syariah Tbk (―Panin Bank Syariah‖), berkedudukan di 
Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman 
Kav. 91, Jakarta Barat. 
Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Bank Syariah, ruang lingkup 
kegiatan Panin Bank Syariah adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang 
perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Bank 
Syariah mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan 
Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 
sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai 








4.9 Bank Bukopin Syariah 
A. Profil Perusahaan 
Nama : PT BANK SYARIAH BUKOPIN  
Alamat : Jalan Salemba Raya Nomor 55, Salemba, Jakarta Pusat 10440 
Telepon : 021 – 2300912 
Faks : 021 – 3148401 
Website : www.syariahbukopin.co.id 
B. Sejarah Singkat Perusahaan 
Sebagai salah satu bank nasional di Indonesia, sejarah Perseroan dimulai 
pada 1990 dengan meleburnya 2 (dua) bank pasar, yakni BPR Gunung Sindoro 
dan BPR Gunung Kendeng di Samarinda, Kalimantan Timur. Proses peleburan ini 
termaktub dalam Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 dan Surat Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 1659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990. 
Dengan peleburan ini, statusnya pun meningkat menjadi bank umum 
dengan nama PT Bank Swansarindo International. Berdasarkan Surat Keputusan 
BI Nomor 24/I/UPBD/ PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991, PT Bank Swansarindo 
International memperoleh izin usaha sebagai bank umum dan pemindahan kantor 
pusat ke Jakarta. 
Dalam perkembangannya, atas dasar pertimbangan bisnis pada akhir 2002, 
Muhammadiyah, salah satu organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, 
mengakuisisi PT Bank Swansarindo International. Dengan persetujuan BI yang 
dicantumkan dalam Surat Keputusan Nomor 5/4/KEP.DGS/2003 tanggal 




PT Bank Swansarindo International berubah nama menjadi PT Bank 
Persyarikatan Indonesia. 
Untuk mengembangkan bisnis perusahaan, selama 2005-2008 PT Bank 
Bukopin, Tbk. terlibat dalam asistensi kegiatan operasional PT Bank 
Persyarikatan Indonesia. Tambahan modal juga diberikan PT Bank Bukopin, Tbk. 
untuk memperkuat bisnis PT Bank Persyarikatan Indonesia. Setelah beberapa 
tahun dibawah asistensi PT Bank Bukopin, Tbk. dan melihat peluang bisnis di 
perbankan syariah, PT Bank Persyarikatan Indonesia mengubah arah bisnisnya 
dari bank konvensional menjadi bank syariah. Izin usaha berdasarkan prinsip 
syariah pun diperoleh dari BI yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur 
BI Nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008. Atas dasar surat 
keputusan tersebut, nama PT Bank Persyarikatan Indonesia berubah menjadi PT 
Bank Syariah Bukopin. Secara resmi Perseroan melakukan kegiatan operasional 
berdasarkan prinsip syariah pada Selasa, 11 Zulhijah 1430 H atau 9 Desember 
2008. 
Sebagai pemegang saham mayoritas, PT Bank Bukopin, Tbk. menunjukkan 
upaya untuk mengembangkan bisnis Perseroan. Tujuh bulan setelah beroperasi 
dengan prinsip syariah atau tepatnya pada 10 Juli 2009, Perseroan menerima 
pengalihan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Bukopin, Tbk. 
Sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan bisnis Perseroan, PT Bank 
Bukopin, Tbk. Beberapa kali meningkatkan persentase kepemilikannya melalui 
penambahan modal. Pada Desember 2013 PT Bank Bukopin, Tbk. Kembali 




Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Tambahan modal tersebut berlaku 
efektif setelah memperoleh persetujuan dari BI berdasarkan Akta Keputusan 
RUPSLB Nomor 25 tanggal 19 Desember 2013. 
4.10 BCA Syariah 
A. Profil Perusahaan 
Nama : PT. Bank BCA Syariah 
Alamat : Jl. Jatinegara Timur No. 72 Jakarta Timur 13310  
Telepon : (62-21) 850 5030, 850 5035, 819 0072 
Fax : (62-21) 819 0826, 850 9959  
Website : www.bcasyariah.co.id 
B. Sejarah Singkat Perusahaan 
Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa 
tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat terhadap ekonomi syariah semakin  
bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan syariah, maka 
berdasarkan Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat di hadapan 
Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) 
mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB). Selanjutnya, Bank 
UIB berubah nama menjadi PT Bank BCA Syariah berdasarkan Akta Pernyataan 
Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat di 
hadapan Notaris Pudji Redjeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang 
Perubahan Kegiatan Usaha dan Perubahan Nama Dari PT Bank UIB Menjadi 




BCAS mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan 
syariah Indonesia dan sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian 
pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan 
perseorangan. Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang 
berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi 
merupakan target dari BCAS syariah. 
4.11 Maybank Syariah 
A. Profil Perusahaan 
Nama : PT Bank Maybank Syariah Indonesia 
Alamat : Sona Topas Tower, 1st - 3rd Floor Jalan Jendral Sudirman, Kav.26  
   Jakarta 12920-Indonesia  
Telepon : +6221 2506446  
Faks : +6221 2506757 
Website : www.maybanksyariah.co.id 
B. Sejarah Singkat Perusahaan 
Sejarah PT Bank Maybank Syariah Indonesia (―Maybank Syariah‖ atau 
―Bank‖) bermula dengan didirikannya PT Maybank Nusa International pada 
tanggal 16 September 1994 sebagai bank joint venture antara Malayan Banking 
(Maybank) Berhad dengan Bank Nusa Nasional. Pada 14 November 2000, PT 
Maybank Nusa International berganti nama menjadi PT Bank Maybank Indocorp 
dengan kepemilikan saham Bank Nusa Nasional diambil alih oleh Menteri 
Keuangan Republik Indonesia  PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). 




syariah komersial, dan berganti nama menjadi PT Bank Maybank Syariah 
Indonesia (Maybank Syariah) berdasarkan Surat Keputusan 
Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 
2010 tentang Pemberian izin Perubahan Kegiatan Usaha dari Bank Umum 
Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT BANK MAYBANK SYARIAH 
INDONESIA. Setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia, Maybank Syariah 
memulai kegiatan usaha sebagai bank syariah pada tanggal 1 Oktober 2010. 
Sejak memulai kegiatan usaha sebagai bank syariah, Maybank Syariah telah 
mengembangkan berbagai layanan dan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan 
para nasabah sekaligus meraih peluang di pasar keuangan regional 
yang terus berkembang. Maybank Syariah bertekad untuk menjadi perusahaan 
terkemuka dan terpilih di khasanah keuangan syariah di Indonesia dan regional. 
Fokus strategi bisnis Maybank Syariah meliputi corporate banking serta jasa 
konsultasi keuangan. Dalam pembiayaan, Maybank Syariah memprioritaskan 
pembiayaan bilateral, sindikasi dan club deal untuk perusahaan lokal dan 
multinasional, khususnya dari Indonesia dan Malaysia. Di sektor treasuri, 
Maybank Syariah menitikberatkan pada kegiatan pasar uang dan perdagangan 
valuta asing, mulai dari layanan transaksi di front office hingga penyelesaian 
transaksi (backroom settlement) dan layanan pendukungnya. 
Berdasarkan akta Notaris Aliya S. Azhar S.H., M.H., M.Kn., No. 27 tanggal 
19 Desember 2011, Rapat Pemegang Saham Bank memutuskan untuk menjual 
30.000 lembar saham Bank yang dimiliki oleh Menteri Keuangan Republik 




Berhad dan Maybank telah melakukan penjualan 9.451 saham Bank kepada PT 
Prosperindo. Pada 31 Desember 2016, pemegang saham Bank terdiri dari 
Malayan Banking Berhad (99%) dan PT Prosperindo (1%). Maybank Syariah 
terus melakukan penguatan sistem IT guna mendukung kegiatan operasional serta 
pengembangan produk dan layanan baru. Saat ini, Bank 
tengah melakukan berbagai persiapan menuju proses streamlining dalam rangka 
memperkuat sinergi dengan grup perusahaan. 
